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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelayanan publik bagi penyandang
disabilitas Di Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dilihat dari aspek tangible (bukti
fisik), emphaty (empati)., reliability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), dan assurence
(asuransi). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisis data kualitatif.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Berdasarkan
hasil penelitian dilapangan bahwa penerapan prinsip pelayanan publik di Kantor Dinas Sosial
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dilihat dari tangible, empathy, reliability, responsiveness, dan
assurance sudah berjalan cukup baik. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah yang
ditemukan yaitu kurangnya fasilitas berupa rumah singgah bagi penyandang disabilitas dan belum
sepenuhnya memenuhi standar kebutuhan penyandang disabilitas. Pada aspek empati, petugas
menunjukkan kepedulian dan sikap ramah, namun belum diiringi dengan pelatihan khusus untuk
memahami kebutuhan penyandang disabilitas secara menyeluruh. Dari sisi responsivitas, pelayanan
cukup cepat, tetapi tanggapan terhadap keluhan atau permintaan khusus belum maksimal. Sementara
itu, reliabilitas atau keandalan pelayanan menunjukkan konsistensi dalam pemberian layanan,
meskipun terkadang terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung. Dari
aspek assurance, kepercayaan penyandang disabilitas terhadap kompetensi dan sikap profesional
petugas tergolong cukup tinggi, meskipun masih perlu peningkatan dalam hal penyampaian informasi
dan prosedur layanan secara inklusif. Secara keseluruhan, meskipun terdapat komitmen dari pihak
Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan inklusif, masih dibutuhkan peningkatan pada berbagai
aspek agar pelayanan publik benar-benar ramah dan layak bagi penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial

79
______________________________________________________________________________________________________|
@2025 Departemen of Public Administration Social Faculty ISSN: 2746-4857 (Online)

Gorontalo State University ISSN: 2775-0515 (Offline)


mailto:mokoagownovianti731@gmail.com1
mailto:rustam@ung.ac.id
mailto:yacobnani@ung.ac.id
http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jjaps/index

PENDAHULUAN

Sejak  diberlakukannya otonomi daerah,
pelayanan publik menjadi ramai diperbincangkan,
karena pelayanan publik merupakan salah satu
variabel yang menjadi ukuran keberhasilan
pelaksanaan otonomi daerah. Apabila pelayanan
publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah
baik/berkualitas, maka pelaksanaan otonomi daerah
dapat dikatakan berhasil. Di samping sudah menjadi
keharusan bagi pemerintah/pemerintah daerah
untuk meningkatkan kualitas berbagai pelayanan
yang diberikan kepada masyarakat, isu tentang
kualitas pelayanan publik ini juga dipicu adanya
pengaruh perubahan paradigma ilmu administrasi,
termasuk perubahan global yang terjadi di berbagai
bidang kehidupan dan di berbagai belahan dunia.
New Public Service (NPS) sebagai paradigmater
baru dari administrasi negara/public meletakkan
pelayanan publik sebagai kegiatan utama para
administrator negara/daerah. Salah satu intisari dari
prinsip NPS adalah bagaimana administrator public
mengartikulasikan dan membagi kepentingan
(shared interests) warga negara (Denhardt &
Denhardt, 2007)

Organisasi besar dan kecil, seperti negara dan
pemerintah, berkewajiban melayani seluruh warga
negara dan menjadi pusat kegiatan untuk
memperoleh pelayanan publik yang diberikan oleh
pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur. Termasuk aksesibilitas pelayanan dan
fasilitas publik, serta infrastruktur yang disediakan
oleh Pemerintah bagi seluruh warga negara.
Walaupun demikian, terdapat pula ditengah-tengah

kalangan masyarakat tertentu yang tidak bisa
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mana mestinya,

adalah

menerima manusia sebagai

walaupun fundamen manusia sendiri
makhluk sosial. Yaitu kalangan masyarakat dengan
keterbatasan mental ataupun fisik yang dialaminya.
Baik yang dialami seorang sejak lahir maupun
kecacatan  dikarenakan  kecelakaan.  Untuk
Mewujudkan persamaan hak dan fasilitas pelayanan
publik, termasuk menyediakan ruang publik bagi
penyandang disabilitas.

Disabilitas adalah keadaan yang merusak atau
membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang.
Dalam istilah penyandang disabilitas sering
digunakan untuk menyebut sekelompok masyarakat
yang memiliki gangguan mental, kelainan atau
bahkan kehilangan fungsi organ tubuhnya.
Kelompok penyandang disabilitas sendiri terbagi
menjadi tiga golongan yaitu penyadang disabilitas
fisik,

penyandang disabilitas fisik dan mental. Dengan

penyandang  disabilitas mental dan
keterbatasan yang dimiliki inilah membuat sebagian
besar penyandang disabilitas sering dikucilkan
ditengah-tengah masyarakat. Karena masyarakat
berasumsi bahwa penyandang disabilatas tidak akan
mempu melakukan pekerjaan seefektif orang-orang
normal lainya. Padahal kecacatan yang dimiliki
penyandang disabilitas bukan menjadi penghalang
untuk memperoleh hak haknya baik dalam konteks
manusia sebagai makhluk sosial dan hak untuk
mempertahankan hidupnya.

Penyandang disabilitas sendiri sebenarnya
tidak begitu berbeda dengan masyarakat umumnya.
Karena para penyandang disabilitas ditengah-
tengah  masyarakat

cenderung  mengalami

diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari oleh
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karena lingkungan fisik dan sosial yang tidak

inklusif  artinya, lingkungan dimana para
penyandang disabilitas berada cenderung tidak
mendukung aktualisasi dari potensi yang dimiliki.
Sehingga para penyandang disabilitas memiliki
beban masalah. Baik secara psikis, merasa rendah
diri, tidak percaya diri, isolatif, mengalami
kecanggungan dalam melakukan fungsi sosialnya,
tidak mampu bergaul secara wajar,dan tidak mampu
berkomunikasi dengan baik. Dari beban yang
dimiliki inilah para kaum penyandang disabilitas
bergantung kepada orang lain dan tidak mampu
untuk mandiri. Yang mengakibatkan para
penyandang disabilitas berada dalam kondisi
ekonomi lemah. Adapun faktor yang mendasar juga
yaitu tidak adanya para penyediaan lapangan
pekerjaan khususnya bagi para penyandang
disabilitas.

Sehingga dari sini Pemerintah harus hadir
untuk para penyandang disabilitas baik dari tingkat
pusat sampai kepada daerah kota/kabupaten dalam
memberikan kesetaraan yang sama utamanya hak
sebagai warga negara. Baik dari segi pekerjaaan
yang sesuai dengan kemampuanya ataupun
memberikan pelatihan dan bantuan baik berupa
fisik atau non fisik. Dalam hal ini peran terbesar
terletak kepada pemerintah daerah, sebagai aktor
yang berperan dalam menanggulangi kesejahteraan
sosial.

Keberadaan kaum disabilitas ini layak
mendapat perhatian yang serius dari pemerintah.
Upaya pemerintah dalam melindungi kehidupan
dalam

penyandang disabilitas sudah  tertuang

berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.

Dapat kita lihat dalam peraturan perundang-
undangan seperti yang tercantum dalam Undang-
Undang  Dasar Tahun 1945, Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang

Cacat, Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002  Tentang Bangunan Gedung, dan lainnya
yang mengupayakan perlindungan hukum
terhadap para difabel atau penyandang disabilitas.
Pelayanan publik di Indonesia cenderung
memiliki beberapa permasalahan yang mendasar.
Selain efektifitas pengorganisasian dan partisipasi
publik dalam penyelenggaraan pelayanan masih
relatif  rendah, pelayanan publik juga belum
memiliki mekanisme pengaduan dan penyelesaian
sengketa. Akibatnya, kualitas produk layanan
juga belum memuaskan para  penggunanya.
Pelayanan publik yang ada di Indonesia juga
belum respronsif terhadap Masyarakat khususnya
Masyarakat yang berkebutuhan khusus yaitu
penyandang disabilitas. Pelayanan publik dalam hal
ketersediaan sarana umum seperti sekolah, rumah
sakit, perkantoran, tempat rekreasi, perhotelan,
kantor pos, terminal, telepon umum, bank dan
tempat lain belum memiliki aksesibilitas bagi

penyandang cacat.

Tabel 1.1 Data Penyandang Disabilitas
Tahun 2021-2023

Jumlah Tahun | Tahun | Tahun
No Disabilitas 2021 2022 2023

1. | Disabilitas 139 139 140
Sensorik

2. | Disabilitas 397 397 410
Fisik
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3. | Disabilitas 4 4 4
Intelektual

4. | Disabilitas 68 68 68
Mental
Jumlah 608 608 622

Sumber.: Dinas Sosial Kab.Bolaang Mongondow Timur

Penyandang disabilitas di Kabupaten
Boloaang Mongondow Timur masih kurang dalam
mendapatkan

pelayanan. Adapun

yang
mendapatkan bantuan langsung hanya 35 jiwa
disabilitas pada Tahun 2023. Masih banyak yang
belum tercover dalam Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS) dan PKH. Disisi lain kebijakan
dalam penanganan terhadap para penyandang
disabilitas telah ditetapkan dengan Perda Provinsi
Sulawesi Utara Nomor 8 tahun 2021 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang
Disabilitas. Kebijakan ini merupakan kebijakan
operasional dari Peraturan Pemerintah nomor 52
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.
Namun Permasalahan utama dalam Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur belum ditetapkannya
Perda tentang untuk penyandang disabilitas namun
kegiatan ini telah diprogramkan secara rutin sebagai
salah satu kegiatan “Rehabilitas Sosial” yang
ditangani oleh bidang Rehabilitasi Sosial dan Lanjut
Usia pada Dinas Sosial Kabupaen Bolaang
Mongondow Timur.

Permasalahan lainnya juga tidak adanya jaminan
bagi para penyandang disabilitas untuk memasuki
lapangan kerja. Kehidupan ekonomis mereka
sehari-hari ditanggung oleh keluarga masing-
masing. Hal ini memerlukan perhatian penuh dari

pemerintah agar para penyandang disabilitas dapat
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memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan
penghidupan yang layak, layanan Pendidikan dan
Kesehatan yang sama dengan Masyarakat lainnya.
Dalam kondisi ini, para para penyandang disabilitas
hanya mengandalkan belas kasih orang lain dalam
mengatasi ekonomi keluarga. Permasalahan seperti
ini pemerintah harus hadir sebagai pelaksana
undang-undang khususnya yang berkaitan dengan
sosial. instansi

kesejahteraan Adapun

yang
menangani hal tersebut yaitu Dinas Sosial. Dinas
Sosial merupakan Dinas yang mempunyai tugas
untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan
daecrah berdasarkan asas dan tugas pembantuan
terutama di Bidang Rehabilitas Sosial. Dinas Sosial
selaku Dinas yang menangani masalah sosial harus
mampu maksimal untuk

berperan  secara

memperdayakan para penyandang disabilitas
terutama yang telah memasuki tahap produktif
dalam hidupnya. Sehingga selain dapat mengurangi
tingkat pengangguran dan tingkat pengemis bagi
penyandang disabilitas. Pemberdayaan dari Dinas
Sosial terhadap penyandang disabilitas salah
satunya dengan cara mendayagunakan untuk dapat
mengembangkan kemampuan yang dimiliki
melalui pembinaan dan pelatihan yang intensif,
sehingga mereka nantinya mempunyai bekal untuk
hidup secara mandiri tanpa bergantung pada orang

lain.

METODE PENELITIAN
Adapun metode penelitian yang digunakan
adalah metode

deskriptif  dan

penelitian  kualitatif dengan

pendekatan dengan model

triangulasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan
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studi kasus dengan jenis penelitian yaitu metode
kualitatif, sehingga lebih spesifik pada lokus dan
fokus yang tidak bias digeneralisir.

Tahapan yang telah dilaksanakan dalam
penelitian ini terdiri atas tahapan pra lapangan,
tahapan pekerjaan lapangan, dan tahapan analisis
data. Kegiatan dan pertimbangan penelitian dapat
dilihat dari penyusunan rancangan penelitian dan
memilih lapangan penelitian. Tahapan pelaksanaan
lapangan terdiri dari 1) memahami latar penelitian

dan persiapan diri, 2) memasuki lapangan dan 3)

berperan serta sambil mengumpulkan data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Tangible (Bukti fisik)

Dari segi fasilitas sarana dan prasarana itu sudah
cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari keadaan
kantor yang ditunjang oleh beberapa fasilitas
seperti, ruang tunggu, peralatan layanan, dan alat
peraga yang menampilkan fitur-fitur layanan yang
ada di kantor Dinas Sosial Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur. Namun tidak adanya rumah
singga bagi penyandang disabilitas memberikan
pengaruh dalam peran dan fungsi dari Dinas Sosial.
Kurangnya sumber daya anggaran daerah menjadi
salah satu alasan belum didirikan rumah singga
terhadap penyandang disabilitas untuk Kabaputen
Bolaang Mongondow Timur. Bukti fisik (tangible)
dalam pelayanan publik umumnya berfokus pada
aspek-aspek yang dapat dilihat dan dirasakan oleh
penerima layanan, yang mencerminkan kualitas dan
profesionalisme layanan tersebut. Bukti fisik ini
memainkan peran penting dalam membentuk

persepsi masyarakat terhadap kinerja instansi
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publik. Sehingga ketiadaan beberapa fasilitas akan
menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat
kepada pemberi layanan.

Berdasarkan teori yang ada juga penelitian
sebelumnya, peneliti menemukan pelayanan yang
ada di Dinas Sosial Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur terutama di Bidang Rehabilitas
Sosial sudah cukup baik dan mendukung tujuan
utama visi misi Dinas Sosial. Keberadaan sarana
memberikan

dan prasarana yang memadai

kenyamanan  bagi = masyarakat  khususnya
penyandang disabilitas dalam menerima pelayanan
publik. Meskipun masih ada beberapa hal yang
perlu dilengkapi seperti rumah disabilitas yang
belum tersedia di kantor tersebut, aspek tangible
(bukti fisik) dalam pelayanan publik sudah cukup
baik dan layak digunakan.

Empathy (Empati)

Sikap pegawai dalam memberikan pelayanan
kepada penyandang disabilitas sudah baik, sehingga
penyandang disabilitas merasa puas. Penuturan
tersebut juga sesuai dengan penulis temukan
dilapangan, karena dalam pelayanan yang diberikan
mempunyai  penilaian  tersendiri  terhadap
penyandang disabilitas apalagi saat wawancara
bertepatan dengan pilkada. Penyandang disabilitas
memiliki kebutuhan dan tantangan yang unik dalam
mengakses layanan publik. Empati yang baik dalam
pelayanan publik dimulai dengan pemahaman
terhadap berbagai jenis disabilitas baik itu
disabilitas fisik, intelektual, atau sensorik dan
bagaimana kebutuhan mereka berbeda dengan
individu tanpa disabilitas. Petugas pelayanan publik

yang empatik akan berusaha untuk memahami
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tantangan ini dan menyesuaikan layanan agar lebih
mudah diakses. Sejalan dengan hasil penelitian
dilapangan, aspek empati dalam pelayanan publik
diberikan dengan baik keseluruh masyarakat
khususnya bagi penyandang disabilitas. Adapun
hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Sosial
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur bentuk
empathy pegawai dalam melaksanakan pelayanan
terhadap penyandang disabilitas sudah cukup baik.
Sikap pegawai menentukan kualitas pelayanan.
Menurut pandangan peneliti empathy merupakan
hal terpenting dilakukan oleh sumber daya manusia
yang ada dalam organisasi. Pemerintah yang
memiliki  kepenntingan  perlu  meningkatkan
pelayanan dengan memanfaatkan pegawai dalam
mencapai tujuan individu maupun tujuan organisasi
bersama.

Reliability (Kehandalan)

Pemerintah Dinas Sosial berusaha memenuhi
kebutuhan penyandang disabilitas terutama di
bidang rehabilitas dalam mengakses pelayanan
publik. Beberapa responden mengungkapkan
bahwa kualitas pelayanan yang memenuhi harapan
masyarakat sangat penting dalam menciptakan
kehandalan. Pelayanan yang cepat, akurat, dan
indikator ~ utama  dalam

ramah  menjadi

mencapainya.  Meskipun  dibatasi  dengan
kekurangan staf yang fokus pada pelayanan untuk
penyadang disabilitas, tetapi pegawai dinas sosial
beruapaya memaksimalkan pelayanan yang
berkualitas. Aksesibilitas menjadi tantangan utama,
terutama di daerah-daerah terpencil. Masyarakat
menginginkan pelayanan yang mudah diakses, baik

secara fisik maupun melalui saluran digital, untuk
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memastikan semua kalangan bisa mendapat
manfaat yang sama. Hal ini membuktikan bahwa
kehandalan dinilai baik oleh Masyarakat karena
memiliki kemampuan dan kepedulian terhadap
penyandang disabilitas. Adapun hasil penelitian
dilapangan bahwasanya di Dinas Sosial Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur dalam melakukan
aktivitas pelayanan kepada penyandang disabilitas
sudah efektif, karena pegawai selalu memberikan
pelayanan yang baik dan sangat merespon tentang
keluhan penyandang disabilitas dengan sopan dan
santun. Sesuai dengan apa yang menjadi harapan
dan kenyataan maka peneliti memberikan
pandangan bahwa untuk meningkatkan kualitas
pelayanan perlu ditingkatkan lagi kehandalan
pegawai dalam menjalankan tugas sebagai
pelayanan publik.

Responsiveness (Daya Tanggap)

Daya tanggap dari pelayanan sudah cukup baik,
terutama pada penyandang disabilitas. Hal ini
terlihat dari upaya para pegawai yang langsung
turun ke rumah-rumah sekaligus memberikan
pendampingan dalam pengurusan berkas-berkas
dibutuhkan. memberikan

yang Sehingga

kemudahan kepada masyarakat penyandang
disabilitas dalam memperoleh layanan yang prima.
Daya tanggap tidak hanya tentang seberapa cepat
layanan diberikan, tetapi juga seberapa tepat
tindakan yang diambil. Layanan publik harus sesuai
dengan kebutuhan masyarakat, dan petugas harus
memastikan bahwa tindakan yang diambil memang
memberikan solusi bagi masalah yang ada.
Berdasarkan fakta dilapangan menunjukkan

bahwa responsiveness pegawai di Dinas Sosial
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Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sudah baik
dalam memberikan pelayanan kepada penyandang
disabilitas. Berbeda dengan dengan hasil penelitian
sebelumnya, di Dinas Sosial Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur pelayanan publik bagi
penyandang disabilitas seringkali dilakukan dengan
melakukan kunjungan ke rumah-rumah masyarakat,
sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat
dalam memperoleh pelayanan yang dibutuhkan.
Tindakan ini menjadi salah satu upaya yang
dilakukan oleh Dinas Sosial setempat untuk
mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas
kepada masyarakat khususnya bagi penyandang
disabilitas yang memiliki keterbatasan dalam
memperoleh kemudahan layanan.

Assurance (Asuransi)

Dari segi Asuransi, Dinas Sosial Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur selalu mengupayakan
pelayanan yang efektif dan waktu penyelesaianya
cepat dan tepat dalam menyediakan akses kesehatan
bagi penyandang disabilitas, masih ada beberapa
kendala yang perlu diatasi. Meskipun ada beberapa
informan mengaku merasa terbantu dengan adanya
jaminan PBI, mereka juga mengungkapkan adanya
kesulitan dalam akses layanan kesehatan yang
ramah disabilitas, baik dalam hal infrastruktur
maupun pelatihan petugas medis. Selain itu,
pemahaman yang kurang mengenai prosedur
pendaftaran dan batasan cakupan layanan juga
menjadi tantangan. Oleh karena itu, perlu adanya
upaya lebih lanjut dalam meningkatkan sosialisasi,

memastikan fasilitas yang lebih inklusif, serta

memperbaiki kualitas layanan agar program PBI
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dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal

bagi penyandang disabilitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa suatu konsep penerapan prinsip pelayanan
publik di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur dilihat dari trangible, empathy,
reliability,  responsiveness, dan  assurance.
Pelayanan publik disana sudah diterapkan dengan
baik sesuai dengan prosedur. Adapun beberapa
faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian
pelayanan publik dimana kesadaran para pegawai
sudah bekerja atas dasar tanggung jawab masing-
masing, pelerjaa yang sudah terstruktur atas dasar
aturan yang sudah disepakati baik peraturan pusat
maupun peraturan daerah. Sehingga kedepannya
dapat menjadi contoh bagi pegawai lainnya untuk
tetap melaksanakan pelayanan bagi penyandang
disabilitas. Hanya saja terdapat sarana dan prasana

yang belum memadai sehingga diperlukan evaluasi

dan dukungan dari pemerintah daerah.
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